
BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURANBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 20TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATITANJUNGJABUNGTIMUR

NOMOR53 TAHUN2019 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATAN
DANBELANJADAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR

TAHUNANGGARAN2020

Menimbang

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,

a. babwa untuk melaksanakan ketentuanPeraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tabun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerab,perlu melakukan PerubabanAtas
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 53 Tabun 2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tabun Anggaran 2020 ;

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 53 Tabun

2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerab Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tabun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 54 Tabun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 182, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana

telab diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2000

tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 54 Tabun 1999

ten tang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,



Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

---~ -~~--~-~-~~-~- -----------------



16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan KeduaAtas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan KeempatAtas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 701);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4

Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

2013 Nomor 4);

----------------------- - --- ------------



23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor12

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

2019 Nomor12);

24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 53 Tahun 2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN

ANGGARAN2020.

PasalI

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 53 Tahun

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019

Nomor 53), diubah sebagai berikut :

Pasal1

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a di Belanja Pegawai, Pasal 1 angka 2 huruf b
Belanja BarangjJasa dan Belannja Modal sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan AsliDaerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang

Sah
Jumlah Pendapatan

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi
4. Belanja Hibah

5. Belanja Bantuan Sosial
6. Belanja Bagi Hasil

Rp. 52.166.378.760,66
Rp. 976.096.864.477,85
Rp. 164.515.759.166,33 (+)

Rp. 1.192.779.002.404,84

Rp. 410.312.124.394,88
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 56.108.115.200,00

Rp. 0,00
Rp. 1.967.537.000,00



7. Belanja Bantuan Rp. 157.257.483.747,80
Keuangan

8. Belanja Tidak Terduga Rp. 1.500.000.000,00 (+)
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.627.145.260.342,68

b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai Rp. 64.585.767.511,00
2. Belanja Barang dan Jasa: Rp. 239.462.378.480,16
3. Belanja Modal Rp. 330.598.094.847,00(+)

Jumlah Belanja Langsung Rp.634.646.240.838,16

3. Pembiayaan
a. Penerimaan : Rp. 70.012.498.776,00
b. Pengeluaran : .::..;R~p:..:...._----=1~.=00=0::::.;.=0:...:::0:...:::0..:...:.0:::..=0:::..=0::..1,=00:::..-1.(+.:...J.}

Jumlah Pembiayaan Netto Rp.69.012.498.776,00
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di M
pada tanggal -;\

~JTANJU

a Sabak
~T2020
JABUNG TIMUR,

£!ElAH DITElITlI(EBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Pe ang . Undangan

·~n.~,~rM~ .~\ : (~1/~~1·.'
.. ', h17GJ:,1,2:J 2CJOH; J f{ . H. ROMIHARIYANTO

Diundangkan diMuara Sabak

pada tanggal ~\~020

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

NOMOR..20


